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ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Putusan Sela
Nomor:101/G/2011/PHI/PN.BDG Pada Pengadilan
Negeri Klas I A Bandung Tentang Kewenangan
Mengadili Perselisihan PHK Karena Kesalahan Berat.

Nama : TRI WIDODO
N P M : 1107350031
Kata Kunci : Kesalahan Berat Sebagai Dasar PHK
Isi Abstrak :
Putusan sela atau disebut juga putusan antara, putusan sela disinggung
dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau di pasal 48 Rv, pasal ini menyebutkan
bahwa hakim menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir(eind
vonnis)dalam perkara nomor 101/G/2011/PHI/PN.BDG Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Majelis hakim
pengadilan hubungan industrial menolak eksepsi mengenai kewenangan
mengadili yang diajukan tergugat putusan sela yang diatur dalam undang-
undang nomor 2 tahun 2004 pasal 96 hanya mengatur berupa perintah
kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang
biasa diterima oleh pekerja/buruh, Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah apakah kesalahan berat dapat menjadi dasar PHK setelah adanya
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 oktober
2004?Apakah PHI Bandung pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung
berwenang mengadili PHK karena kesalahan berat sesuai dengan Surat
Edaran Menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13/MEN/SJ-
HK/I/2003 tanggal 7 januari tentang putusan MK nomor 012/PUU-I/2003
tanggal 28 oktober 2004 sebagaimana dalam putusan Sela Nomor
101/G/2011/PHI/PN.BDG, Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif sumber data dari data skunder yang didapat dari bahan
hukum primer dan bahan hukum skunder berupa lietratur hukum arsip
dinas tenegakerja bahan hukum priemer berupa peraturan perundang-
undangan UUD 1945 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE 13/MEN/SJ-
HK/I/2005  putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 hasil
penelitian menunjukan bahwa pengadilan hubungan industrial
menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara pemutusan hubungan
kerja karena kesalahan berat eks pasal 158 ayat 1 undang-undang nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,Namun penulis tetap berpendapat
bahwa mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
012/PUU-I/2003, yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigarasi Nomor SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005
Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara
pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat, sehingga tidak
semestinya Eksepsi tergugat ditolak melainkan harus dikabulkan, dan
pihak penggugat dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja setelah
ada putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.


